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Abstract 
This research explains about how the ASOD's role of international organizations in 
addressing Drugs Trafficking in Indonesian (2009-2013). Indonesian is a country that is 
becoming one of the world's gateway Drugs Trafficking in Southeast Asia This research uses 
pluralism approach which this approach has assumption that actor in international relation isn't 
just a state but there‟s another actor one of international organization. In this research, writer 
uses role theory, sekuritisasi theory, and international organization theory which each 
organization has their duty. ASOD international organization founded in 1984 and has offices in 
nearly every ASEAN member countries, ASOD have a role in establishing external cooperation 
both bilaterally and regionally within the framework of the ASEAN member countries, NGOs, 
and other relevant organizations. to approve a new program in achieving a regional ASEAN 
drugs free 2015. 
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Pendahuluan 
 
 Pesatnya perkembangan arus 
informasi dan teknologi, muncul pula 
tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai 
dimensi. Transisi yang terjadi dari sistem 
bipolar ke sistem multipolar dunia kemudian 
menjadi salah satu yang mewarnai  
kehidupan global. Faktor-faktor 
kompleksitas perkembangan kejahatan lintas 
batas negara antara lain adalah globalisasi, 
migrasi atau pergerakan manusia, serta 
perkembangan teknologi informasi, 
komunikasi dan transportasi yang pesat. 
Keadaan ekonomi dan politik global yang 
tidak stabil juga berperan menambah 
kompleksitas tersebut. Kejahatan lintas 
negara/transnasional ternyata disadari 
memberikan ancaman bagi stabilitas suatu 
Negara dan kawasan bahkan dunia.  
 Ini dianggap sebagai ancaman 
keamanan non-konvensional karena 
kejahatan transnasional dapat mengancam 
segala aspek kehidupan termasuk 
pembangunan kehidupan sosial 
kemasyarakatan dalam sebuah Negara. 
Transnasional merupakan istilah yang 
digunakan untuk menggambarkan interaksi 
yang melewati batas-batas nasional Negara 
dan melibatkan beragam aktor di luar 
Negara (Pemerintah). 
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 ASEAN merupakan salah satu 
kawasan dengan tingkat kejahatan 
transnasional yeng relatif tinggi. Konvensi 
kejahatan transnasional di kawasan Asia 
Tenggara dituangkan dalam ASEAN Plan of 
Action To Combat Transnational Crimes 
( ASEAN-PACTC) tahun 2002 yang 
menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas Negara 
dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu 
perdangangan gelap narkoba, perdangangan 
manusia, sea-piracy, penyelundupan senjata, 
pencucian uang, terorisme, international 
economic crime dan cyber crime.
1
 
 Salah satu aksi kejahatan 
transnasional yang diangkat penulis adalah 
Drugs Trafficking. Pada dasarnya masalah 
Drugs Trafficking dapat dibagi menjadi tiga 
bagian yang saling berkaitan, pertama masalah 
produksi obat secara illegal, perdagangan 
secara illegal dan penggunaan secara illegal.2 
Drugs Trafficking atau yang lebih dikenal 
dengan kejahatan narkotika dan psikotropika 
merupakan kejahatan lintas negara, karena 
penyebaran dan perdagangan gelapnya, 
dilakukan dalam lintas batas negara. 
kejahatan narkotika memang telah menjadi 
sebuah kejahatan transnasional yang 
dilakukan oleh kelompok kejahatan 
terorganisir.  
 Fenomena kejahatan transnasional 
semakin meningkat yang merupakan 
ancaman non konvensional, dan telah 
menjadi bagian utama negara-negara 
ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam 
menangani Drus Trafficking dipandang 
sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan 
bersama negara-negara di Asia Tenggara. 
Dibukanya pasar bebas Asia Tenggara 
                                                          
1
Kejahatan Lintas Negara. (7 Juli 2010). Dikutip 
Pada Tanggal 10 April 2015, Dari Kementrian Luar 
Negeri Republik Indonesia: 
Http//Www.Deplu.Go.Id/Pages/Iissuedisplay.Aspx?I
DP=20&1=Id 
2
 M Arif Sebastian. Skripsi. Peranan ASEAN Senior 
Official On Drugs Matters (Asod) Dalam 
Menangulangi Drugs Trafficking Di Negara 
Thailand 2005-2010. 2013 hal .5. 
(AFTA) tahun 2003, telah dimanfaatkan 
oleh pengedar narkotika untuk 
mengembangkan pengaruhnya, mengingat di 
wilayah tersebut terdapat daerah segitiga 
emas yaitu Laos, Myanmar dan Thailand, 
yang merupakan daerah penghasil dan 
produsen narkoba yang terbesar di Asia 
Tenggara. Posisi ini mengakibatkan 
terbukanya jalur peredaran sampai ke Asia 
Pasifik dan Asia Tenggara. 
 Dalam perkembangannya, wilayah 
segitiga emas tidak hanya menjadi daerah 
penanam opium saja tetapi juga mampu 
menghasilkan heroin dan jenis-jenis 
narkotika seperti amphetamine, 
methamphitamin, dan yaa’ba. Kelima jenis 
inilah yang banyak diproduksi dan beredara 
di kawasan segitiga emas. Masalah inilah 
yang menjadi tantangan besar bagi 
perkembangan ASEAN dimasa mendatang 
yang disebabkan oleh beberapa faktor.
3
 
 Pada tahun 1984 ASEAN 
membentuk Asean Senior Official on Drugs 
Matters (ASOD) yang telah berkomitmen 
bersama dalam mencegah dan menindak 
lanjuti kejahatanpengedaran obat-obatan 
terlarang tersebut. 
 Sebagai Negara berkembang di Asia, 
Indonesia hingga kini masih menjadi salah 
satu Negara tujuan jalur perdagangngan 
narkotika internasional, luas dan letak 
wilayah yang strategis membuat Indonesia 
dijadikan tempat singgah dan beredarnya 
nerkoba dengan berbagai cara bahkan kini 
Indonesia menjadi produsen.  Hal tersebut 
dibuktikan dengan banyaknya terungkap dan 
tertangkapnya para pengedar jaringan 
narkotika skala internasional.  
 Penyalahgunaan serta jenis narkoba 
yang disalahgunakan secara illegal menurut 
laporan Badan Narkotika Nasional dari 
tahun 2009-2013 kasus penyalahgunaan 
narkoba di Indonesia  yang mengalami 
                                                          
3
AKP. Mochtar. 1999. ASEAN dan Agenda 
Keamanan Nonkonvensional. Jakarta : CSES. Hal. 
46. 
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peningkatan dan penurunan, Pada tahun 
2009 ke 2010 kasus narkoba meningkat 
60,66% dari 11. 140 kasus menjadi 17.898 
kasus. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami 
peningkatan sebesar 6,87% dari 17.898 
menjdi 19.128 kasus. Sedangkan pada tahun 
2012 mengalami penurunan kasus yaitu 
sekitar 0,25%  dari 19.128 kasus menjadi 
19.081 kasus. Kemudian pada tahun 2013 
kembali mengalami peningkatan 11,47% 
dari 19.081 kasus menjadi 21.269 kasus. 
4
 
 Sebagai wadah kerjasama regional, 
ASEAN mempunyai peranan besar dalam 
mengatasi lalu-lintas perdagangan narkoba 
di Asia Tenggara. Pada sidang ASEAN 
Ministerial Meeting (AMM) di manila 
tanggal 26 juni 1976 telah ditanda-tangani 
ASEAN Declaration of Priciples to Combat 
the Abuse of Narcotic Drugs, ini adalah 
langkah awal ASEAN menghadapi narkoba.
5
  
Deklarasi ini menghasilkan rumusan 
kerangka kerja untuk merealisasikan 
program dalam kerjasama untuk memerangi 
penyalahgunaan narkoba. Kerangka kerja 
tersebut memiliki empat bidang utama, yaitu 
penegakan hukum dan perundang-undangan 
pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan 
informasi, pelatihan dan penelitian. 
 Secara umum, mekanisme kerja 
ASOD adalah membuat agenda, merancang 
proyek kerjasama terkait penanggulangan 
masalah narkoba serta menghasilkan 
rekomendasi-rekomendasi dari hasil 
Working Group yang diwakili oleh ASOD 
sendiri.
6
 
 Misi penting dari ASOD saat ini 
ialah mewujudkan komitmen untuk 
menjadikan kawasan Asia Tenggara bebas 
                                                          
4
Jurnal Data Pencegahan dan Pemberatasan 
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014. Hal. 145. 
Badan Narkotika Nasional RI 
5
 ASEAN secretariat. ASEAN Plan of Action, Jakarta: 
1994, h.7. 
6
ASEAN Selanyang  pandang Edisi 2008, Deirektorat 
jendral kerjasama ASEAN Departement Luar Negeri 
Republik Indonesia 2008,  Hal. 79 
narkoba pada tahun 2015, dimana misi ini 
diamanatkan dalam Joint Deklarasi ASEAN 
Bebas Narkoba diadopsi oleh menteri luar 
negeri ASEAN pada bulan Juli 1998. Hal ini 
selaras dengan visi ASEAN 2020 yaitu, 
untuk peningkatan kooperatif dari negara-
negara anggota ASEAN dalam menciptakan 
kawasan ASEAN yang bebas dari bahaya 
narkotika. 
 
PERMASALAHAN DRUGS 
TRAFFICKING DI INDONESIA 
 
Indonesia juga dikenal dengan 
sebutan Negara Maritim, karena memiliki 
wilayah lautan yang sangat luas. Wilayah 
Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil 
antara Samudera Hindia dan Samudera 
Pasifik. Posisi Indonesia yang terletak di 
antara dua benua dan dua samudera 
memberi pengaruh besar terhadap 
kebudayaan, sosial, dan ekonomi 
masyarakatnya.  
Jika di pandang dari letak georgrafis 
NKRI tersebut menempatkannya pada posisi 
yang sangat strategis dan memiliki 
perbatasan darat, perbatasan perairan atau 
pantai yang cukup panjang, sehingga 
membuka peluang sebagai jalur peredaran 
narkoba sekaligus mengundang kerawanan 
yang dapat mempengaruhi segenap aspek 
kehidupan Indonesia. Berbagai kerawanan 
yang timbul merupakan konsekuensi logis 
dari posisi strategis tersebut. 
Pada dasarnya permasalahan narkoba 
di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yang 
saling berkaitan.
7
 Bagian pertama ialah jenis 
narkoba yang beredar, bagian kedua ialah 
mengenai jalur lalu lintas narkoba, serta 
yang ketiga penyalahgunaan obat-obatan 
terlarang. 
 
                                                          
7
 Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Deplu RI, 
Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi Kejahatan 
lintas Batas. Hal 21. 
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PERAN DAN KEBIJAKAN ASOD 
DALAM MENANGGULANGI DRUGS  
TRAFFICKING DI INDONESIA 
 
Terbentuknya ASOD juga 
merupakan hasil dari situasi hirarki 
hubungan antara negara-negara yang 
disebabkan adanya saling keterikatan dan 
interdependensi ataupun ketergantunga.
8
 
Agenda ASOD sendiri mencakup mandat 
dalam peningkatan pelaksanaan Deklarasi 
Prinsip-prinsip ASEAN untuk memerangi 
masalah narkotika serta mewujudkan asia 
tenggara bebas narkoba tahun 2015. 
 Sebagai lembaga yang mewadahi 
negara-negara ASEAN untuk bekerjasama 
dalam menanggulangi penyalahgunaan 
narkotika dan obat-obatan berbahaya, 
ASOD memiliki peran dan tugas sebagai 
berikut:
9
 
1. Melaksanakan ASEAN Declaration of 
Principles to Combat the Abuse of 
Narcotics Drugs,  
2. Menyelaraskan pandangan, 
pendekatan, dan strategi dalam 
menanggulangi masalah narkotika dan 
cara memberantas peredarannya di 
wilayah ASEAN,  
3. Mengkonsolidasikan serta 
memperkuat upaya bersama, terutama 
dalam masalah penegakan hukum, 
penyusunan undang-undang, upaya-
upaya prevensif melalui pendidikan, 
penerangan kepada masyarakat, 
perawatan dan rehabilitasi, riset dan 
penenlitian, kerjasama internasional, 
pengawasan atas penanaman narkotika 
serta peningkatan partisipasi 
organisasi-organisasi non-pemerintah  
4. Melaksanakan ASEAN Policy and 
Strategies on Drug Abuse Control 
sebagaimana telah disetujui dalam 
                                                          
8
Joseph S. Nye, Jr (ed), 1998. International 
Regionalism. Boston: Little Brown & Co. 
9
ASEAN Selayang Payang 2000, Direktorat Jenderal 
Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 
Jakarta 2000, hal 117-118. 
pertemuan ASEAN Drug Experts ke-4 
di Jakarta tahun 1984,  
5. Melaksanakan pedoman mengenai 
bahaya narkotika yang telah 
ditetapkan oleh “International 
Conference on Drugs on Drug Abuse 
and illicit Trafficking” dimana negara-
negara anggota ASEAN telah 
berpartisipasi secara aktif,  
6. Merancang, melaksanakan, dan 
memonitor, serta mengevaluasi semua 
program penanggulangan masalah 
narkotika ASEAN,  
7. Mendorong partisipasi dan kerjasama 
dengan pihak ketiga dalam upaya 
pemberantasan peredaran gelap 
narkotika dan,  
8. Meningkatkan upaya ke arah 
tercapainya ratifikasi, aksesi, dan 
pelaksanaan semua ketentuan PBB 
yang berkaitan dengan masalah 
bahaya narkotika.  
ASOD (ASEAN Senior Official on 
Drugs Matter) merupakan pilar ASEAN 
dalam hal menanggulangi industri narkotika. 
ASOD memiliki tugas untuk meningkatkan 
implementasi ASEAN Declaartion of 
Principle to Combat the Drug Problem of 
1976 Mengkonsolidasi dan memperkuat 
upaya-upaya bersama dalam pengendalian 
dan pencegahan masalah narkotika di 
kawasan ASEAN dan merancang, 
melaksanakan, memonitor, serta 
mengevaluasi semua program ASEAN 
terkait tindakan dalam hal kontrol serta 
pencegahan pengembangan industri 
narkotika.
10
 
Dari uraian diatas peran ASOD 
dalam memberantas narkoba sama halnya 
dengan negara-negara ASEAN lainnya 
termasuk di Indonesia  membantu 
mengurangi atau bahkan memberantas 
Drugs Trafficking di Indonesia dengan 
                                                          
10
Yasmin Sungkar, Dewi Fortuna Anwar, Lidya 
Cristin, Ratna Shofi, dan Tri Nuke Pudjiastuti.2008. 
Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN, 
Jakarta: LIPI Press. P 74. 
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membangun kerjasama eksternal, 
memfasilitasi, mewadahi, memberikan 
rekomendasi terkait penanggulangan 
industri narkotika serta memberikan 
kontribusi dalam hal pendidikan larangan 
narkoba. 
Di lihat dari kegiatan yang telah di 
paparkan di atas tugas dan peran ASOD 
dapat di katakan tidak efektif. Sepak terjang 
ASOD di kawasan Asia Tenggara 
khususnya di Vietnam hanya sebatas 
himbauan, upaya, dan saran untuk 
pelaksanaan tujuan Drugs Free 2015. 
 
KESIMPULAN 
 
Dampak era globalisasi akibat dari 
pesatnya perkembangan IPTEK di bidang 
komunikasi dan transportasi yang telah 
menjadikan negara tanpa batas dan dunia 
nampaknya menjadi satu. Fenomena ini 
membawa juga perubahan arah kehidupan 
masyarakat bangsa dan negara yang semakin 
interpendensi. Semakin canggihnya sistem 
komunikasi dan transportasi telah 
mengakibatkan lajunya peredaran manusia 
maupun barang, termasuk narkoba antar 
batas negara. Keprihatinan terhadap masalah 
peredaran dan perdagangan narkoba 
merupakan keprihatinan dunia internasional 
karena korbannya ada di seluruh negara, 
baik maju maupun berkembang. 
Perdagangan narkoba maupun obat-
obatan terlarang sudah tidak asing lagi dalam 
dunia  internasional. Meluasnya jalur 
peredaran narkoba di kawasan dunia, tidak 
terlepas dari dampak globalisasi, di mana 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang begitu pesat khususnya di 
bidang transportasi dan komunikasi serta 
informasi telah menjadikan dunia tanpa 
batas sekarang disebut dunia maya, kondisi 
tersebut makin memudahkan usaha 
penyelundupan narkoba ke negara lain 
termasuk ke Indonesia.  Indonesia dulunya 
adalah sebuah Negara yang merupakan 
tempat persinggahan narkoba dan obat-obat 
terlarang sebelum diperdagangkan oleh 
pengedarnya, kini Indonesia telah dikenal 
menjadi Negara produsen dan pengekspor. 
 Ini  faktor pendukung dari keadaan ini 
adalah letak geografis yang strategis untuk 
dijadikan wilayah produksi, distribusi, serta 
wilayah transit narkotika, kemiskinan, situasi 
sosial politik yang tidak stabil, kurangnya 
komitmen dari negara-negara anggota 
ASEAN, permasalahan dana dan lemahnya 
manajemen perbatasan (hukum). Hal ini 
dimanfaatkan oleh para pelaku dan 
pemproduksi narkotika untuk 
memaksimalkan aktifitas mereka. Maka dari 
itu, ASOD adalah elemen utama dari 
kerangka ASEAN yang memiliki tugas 
merumuskan, merancang, dan 
mengkonsolidasikan upaya kolaboratif 
dalam mengawasi dan mencegah 
permasalahan narkotika. Secara garis besar 
ASOD berperan dan memiliki wewenang 
untuk melakukan kerjasama dengan negara-
negara lain, baik dalam bentuk bilateral 
maupun multilateral.  
Secara umum, peran ASOD 
berisikan tiga variabel utama yaitu; 
kebijakan, pendekatan, dan strategi. 
Kebijakan merupakan komponen yang 
mendorong negara-negara ASEAN untuk 
dapat menyelaraskan pandangan, 
pendekatan, strategi, dan koordinasi yang 
lebih efektif pada tingkat nasional, regional, 
dan internasional, serta memberdayakan 
LSM, NGO, dan organisasi terkait. 
Pendekatan menjadi komponen yang 
mendorong negara-negara ASEAN untuk 
segera menerapkan pendekatan keamanan 
dan kesejahteraan secara seimbang didalam 
mengatasi masalah narkotika yang 
selanjutnya harus tercermin pada 
implementasi program-program dan 
kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi 
merupakan komponen ketiga yang bertujuan 
merekomendasikan berbagai langkah 
strategis untuk mengurangi persediaan atau 
peredaran dan permintaan serta 
mempertegas sistem pengawasan legalnya. 
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Maka ASOD membantu mengurangi atau 
bahkan memberantas Drugs Trafficking di 
Vietnam dengan membangun kerjasama 
eksternal, memfasilitasi, mewadahi, 
memberikan rekomendasi terkait 
penanggulangan industri narkotika serta 
memberikan kontribusi dalam hal 
pendidikan larangan narkoba. 
 Pencegahan dan proses 
pemberantasan narkoba telah giat-giatnya di 
laksanakan, Indonesia telah berhasil 
mencegah peredaran narkotika melalui 
Badan Narkotika Nasional, dan 
melaksanakan rehabilitasi terhadap para 
pengguna narkoba. Kerjasama-kerjasama 
banyak di tingkatkan dalam operasi 
pencegahan dan pemberatasan serta 
pengendalian narkoba, serta investasi dalam 
pencegahan dan anti-narkoba semakin di 
tingkatkan. 
 Dengan kata lain, ASOD tidak 
berperan untuk terjun langsung kelapangan 
dalam bentuk aksi. melalui pertukaran 
informasi serta keahlian yang diwadahi oleh 
ASOD, indnonesia mampu menyelesaikan 
permasalahan dalam skala nasional. 
Kembali kepada implementasi kebijakan dan 
strategi yang di lakukan Indonesia dan BBN 
selaku lembaga yang resmi yang di bentuk 
guna mengastasi masalah narkoba di 
indonesia.  
 Terciptanya kerjasama dalam 
menangani maslah narkoba akan 
terealisasikan jika terdapat komitmen yang 
kuat dalam memberantas kejahatan 
transnasional yang bersifat kompleks dan 
terorganisasi. Kerjasama ASOD dalam 
menangani Drugs Trafficking di Indonesia 
masih proses dalam pelaksanaan kebijakan 
bersama kawasan Asia Tenggara maupun 
lembaga -lembaga regional lainnya. 
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